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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan 

tidak berdasarkan atas kekuasaan.1 Indonesia mempunyai masyarakat yang 

majemuk, sehingga kemajemukan tersebut perlu ditekankan pada pentingnya 

kesukubangsaan sebagai acuan utama jati diri suatu bangsa. Konflik-konflik 

pun sering terjadi dalam proses mengikuti prinsip demokrasi yang harus sesuai 

hukum atau aturan yang adil dan beradab.2 

Masyarakat Indonesia menganut sistem atau tata nilai yang berbeda-

beda sebagai salah satu sumber utama setiap suku bangsa yaitu budaya yang 

membentuk sikap mental atau pola berfikir masyarakatnya. Sikap mental 

tersebut mempengaruhi dan membentuk pola tingkah laku dalam berbagai 

aspek kehidupannya.3 Konsekuensi dalam hidup bermasyarakat, manusia 

dituntut untuk mengendalikan perilakunya. Perilaku tanpa pengendalian dan 

kesadaran untuk membatasi perilaku dapat berpotensi merugikan kepentingan 

orang lain dan kepentingan umum.  

Peran hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, dengan kebendaan, dengan alam sekitar dan 

 
1 Rahman, A. Rasyid, Pendidikan Kewarganegaraan, Makasar: UPT MKU Universitas 

Hasanuddin Makasar, 2016, hlm. 1. 
2 Marpaung, Leden, Kejahatan  terhadap  Kesusilaan,  Jakarta: Sinar  Grafika, 2004, 

hlm. 20. 
3 Nassaruddin, Ende Hasbi, Kriminologi, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 145. 
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dengan Negara. Suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum 

pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi berlakunya sistem hukum. 

Tindak pidana merupakan perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, 

dimana larangan tersebut dengan menggunakan ancaman berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melanggarnya. Secara singkat perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Yang 

perlu diingat dalam pidana bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (suatu 

keadaan/kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan 

kejadian itu).4 Kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat dalam proses 

interaksi dan interelasi antara manusia satu dengan yang lainnya di dalam 

kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku. 

Tetapi kenyataannya tidak sedikit seseorang melanggar hukum atau 

melakukan suatu tindak pidana. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah tindak 

pidana perusakan terhadap barang. 

Terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan 

masyarakat. Pengrusakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat 

diartikan sendiri, namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, 

utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti 

proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan 

 
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,  Jakarta: Bina Aksara, 2008, hlm. 5. 
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olehl orang ataul sekelompok orangl terhadap barangl orang lainl sehingga 

menjadil tidak sempurnal (baik, lutuh) lagi.5  

 Kejahatanl dalam keberadaannyal dirasakan sangatl meresahkan, dil 

samping itul juga mengganggul ketertiban danl ketentraman dalaml masyarakat. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo padal kasus perkara nomorl 

6/Pid.B/2022/PNl Pwr. Pada kasusl tersebut, terdakwal menabrakkan mobil 

Daihatsu Xenia Nopol AA-8542-KL milik saksi Radid Prasetyo yang 

dipinjam dan dikemudikan terdakwa ke bagian belakang mobil milik saksi 

Muqorobin sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa kembali 

menyerempet sebelah kanan mobil sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kiri 

sebanyak 2 (dua) kali di jalan Purworejo-Magelang Kecamatan Bener 

Kabupaten Purworejo. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan mobil milik 

saksi Muqorobin masuk ke bahu jalan sebelah kiri yang tidak beraspal. 

Akibat perbuatan terdakwa tersebut tabrakan tersebut 1 (satu) unit 

mobil Daihatsu Terios Nopol B-1841-CKK milik saksi Muqorobin mengalami 

kerusakan berupa: lecet bember belakang sebelah kanan, goresan bumper 

depan sebelah kanan, lecet-lecet Velg depan sebelah kiri, lecet-lecet pada 

bagian body kanan, serta pada bagian tutup roda cadangan pecah dengan nilai 

total kerugian sekira Rp.2.700.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 

(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-8542-KL milik saksi Radid 

Prasetyo mengalami ringsek pada bagian kap depan. 

 
5 lLamintang, lP.A.F danl Theo lLamintang, Kejahatanl Terhadapl Nyawa, danl lTubuh, danl 

Kesehatan, lJakarta: Sinarl lGrafika, 2013, lhlm. l158-159. 
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Perbuatan pidana mempunyai dasar asasl legalitas, merupakanl acuan 

yangl mendasar dalaml menerapkan hukuml pidana ataul biasa jugal disebutkan 

sebagail pedoman danl jantung dalaml hukum lpidana. Sedangkan dasarl dapat 

dipidananyal pembuat adalahl asas lkesalahan, itu berartil bahwa pembuatl 

perbuatan pidanal hanya akanl dipidana jikal seseorang mempunyail kesalahan 

dalaml melakukan perbuatanl pidana ltersebut. Kapan seseorangl dikatakan 

mempunyail kesalahan menyangkutl masalah pertanggungjawabanl pidana.6 

Pertanggungjawabanl pidana diperlukanl syarat bahwal pembuat mampul 

bertanggung ljawab. Tidaklah mungkinl seseorang dapatl dipertanggung 

jawabkan apabila ial tidak mampul bertanggung ljawab. Tidak ada ketentuan 

tentang arti kemampuan bertanggung jawab dalam KUH Pidana. Pasal yang 

berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 44 buku ke-I 

Aturan Umum KUH Pidana, yang berbunyi “Barang siapal melakukan 

perbuatanl yang tidakl dapat dipertanggung jawabkan lkepadanya, karena 

jiwanyal cacat dalaml tubuhnya ataul jiwa yangl terganggu karenal penyakit 

tidakl dipidana”.  

Menceremati Pasall 44 tersebutl dan pendapat daril beberapa sarjanal 

hukum, Moeljatnol menyimpulkan bahwal untuk adanyal kemampuan 

bertanggungl jawab harusl lada: 

a. Kemampuanl untukl lmembeda-bedakan antaral perbuatanl yangl baik danl 

yangl lburuk; sesuai denganl hukuml danl yang melawanl lhukum; 

 
6 lPrasetyo, Teguh, lHukum Pidana, lJakarta: Rajawali lPers, 2014, lhlm. 186. 
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b. Kemampuanl untuk menentukanl kehendaknya menurutl keinsyafan tentangl 

baik danl buruknya perbuatanl tadi.7 

Mencermati Pasall 44, ketidakmampuanl tersebut harusl disebabkan alatl 

batinnya cacatl atau sakitl dalam ltumbuhnya. Pertama adalahl faktor lakal, yaitu 

dapatl membedakan antaral perbuatan yangl diperbolehkan danl yang ltidak. 

Kedua adalahl faktor perasaanl atau lkehendak, yaitu dapatl menyesuaikan 

tingkahl lakunya denganl keinsafan atasl mana yangl diperbolehkan danl yang 

ltidak. Sebagai lkonsekuensinya, tentunya orangl yang tidakl mampu 

menentukanl kehendaknya menurutl keinsafan tentangl baik danl buruknya 

perbuatanl tadi, dial tidak mempunyail kesalahan. Orangl yang demikianl itu 

tidakl dapat ldipertanggungjawabkan.8 

Kebijakanl untuk melakukanl pencegahan danl penanggulangan 

kejahatanl termasuk bidangl kebijakan lkriminal. Kebijakan kriminall ini punl 

tidak terlepasl dari kebijakanl yang lebihl luas, yaitul kebijakan sosiall yang 

terdiril dari kebijakanl atau lupaya-upaya untukl kesejahteraan sosiall dan 

kebijakanl atau lupaya-upaya untukl perlindungan lmasyarakat.9 Kasus 

perusakan barang milik orang lain kerapl kali terjadil diberbagai tempatl karena 

dalaml menjatuhkan putusanl hakim cenderungl langsung mengarahl pada 

perusakanl berat, dimanal hukuman penjaral dan kerugianl sangat tidakl 

seimbang. Misalnyal saat pemeriksaanl saksi seharusnyal tindak pidanal 

 
7 Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 165. 
8 Ibid, hlm. 165. 
9 lMuladi, Lembaga Pidanal Bersyarat. lBandung: Alumni, l2012, hlm. l25. 
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perusakan haruslahl menghitung kerugianl secara nominall dikarenakan 

perusakanl barang masukl ke dalam kejahatan terhadapl harta lkekayaan. 

Berdasarkanl uraian dil atas, tindakl pidana kejahatanl yang dilakukanl 

seseorang membuatl kekhawatiran lmasyarakat. Setiap kejahatanl atau 

pelanggaranl yang terjadil tidak hanyal dilihat daril sudut orangl yang melakukanl 

kejahatan, akanl tetapi dalaml kasus-kasusl tertentu jugal dapat dilihatl dari sudutl 

korban sebagail orang yangl dirugikan dalaml tindak pidanal tersebut. Makal 

penulis tertarikl untuk menelitil lebih mendalaml “Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Perusakan Barang l Milik Orangl Lain” 

B. Rumusan Masalah  

Atas dasar uraianl latar belakangl yang telahl dipaparkan dil atas, maka 

untukl membatasi melebarnyal permasalahan penelitianl penulis dirasa perlul 

merumuskan permasalahanl penelitian, sebagail berikut: 

1. Bagaimanal pengaturan hukuml tindak pidanal perusakan barang milik 

orang lain dalam Kitabl Undang-Undangl Hukum lPidana? 

2. Bagaimanal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang l 

milik orangl lain dalam putusanl nomor 6/Pid.B/2022/PNl Pwr? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkanl rumusanl masalahl di latas, makal tujuanl yang hendakl 

dicapail dalaml penelitian inil ladalah: 

1. Untukl mendeskripsikanl pengaturanl hukum tindakl pidanal perusakan 

barang milik orang lain dalaml Kitab lUndang-Undang Hukuml Pidana. 
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2. Untukl mengkaji pertanggungjawaban pidanal bagi pelaku perusakan 

barang milikl orang lainl dalam putusan nomorl 6/Pid.B/2022/PNl Pwr. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasill penelitian inil dapat memberikanl manfaat bagil 

pembaca baikl secara teoritisl maupun secara praktisl Adapun manfaatl yang 

dapat diambil dalam penelitianl ini, sebagail berikut:  

1. Secaral lteoritis, Hasill penelitianl ini diharapkanl menambah wawasanl 

pengetahuan ilmul hukum, khususnyal hukum tindakl pidana perusakan 

barangl milik orang laing dan menjadil sumber referensil baru dalaml bidang 

keilmuanl hukum pidanal untuk kajianl studi dalaml perkembangan ilmul 

hukum serta perbandinganl bagi penelitianl sejenis lselanjutnya.  

2. Secaral praktis, hasill penelitian diharapkanl dapat menjadil bahan informasil 

dan referensil bagi semual pihak, khususnyal bagi pihakl yang berkompotenl 

dalam mengembanl penegakan hukuml demi terciptanyal suasana yangl 

menjamin kepastianl hukum sertal memberi pemahamanl kepada 

masyarakatl tentang hukuml pidana perusakan sehinggal masyarakat sadarl 

dalam pencegahanl tindakan tersebut. 

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauanl pustaka merupakan telaah lpenelitian-penelitian terdahulu 

yangl relevan dengan penelitian ini. Meskipun penelitianl tentang tindakl pidana 

perusakan sudahl pernah ldilakukan, namunl penelitian inil berbeda denganl 

penelitian penelitian sebelumnyal baik daril kajian maupun objek. Adapun 
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penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Arlimanl S. (2019) “Menjeratl Pelaku Penyuruhl Pengrusakan Barangl Milik 

Orangl Lain denganl Mempertimbangkan Asasl Fungsi lSosial”.10  

Tujuanl penelitian inil bagaimana pertimbanganl hakim menjeratl 

pelaku penyuruhl perusakan denganl mempertimbangkan asasl fungsi lsoial. 

Penelitian karyal ilmiah inil berjenis penelitianl hukum lnormatif. 

Kesimpulan penelitianl dapat diketahuil bahwa hakiml sangat 

mempertimbangkanl asas fungsil sosial, sehinggal putusan inil bukan sajal 

memberikan efekl jera kepadal JES, tetapil juga memberil penegasan 

keadilanl bagi sesamal manusia. Denganl pendekatan asasl fungsi sosiall 

diharapkan hakiml dalam memberikanl putusan secaral netral danl melihat 

lfakta-fakta yangl diajukan dipersidanganl dengan telitil dan dalaml 

keaktifannya dalaml persidangan hakiml harus menonjolkanl jiwanya 

sebagail penegak lhukum. 

2. Kevin (2019) “Tindakl Pidana Perusakanl Barang dalaml Pasal 406l Ayat (1) 

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (Kajian Putusanl Mahkamah Agungl 

Nomor l619 K/PID/2017l)”.11  

Penelitianl ini dilakukanl dengan tujuanl untuk mengetahuil 

pengaturan tindakl pidana perusakanl barang dalaml Pasal 406l ayat (1) 

 
10 Arlimanl S., lLaurensius, “Menjerat Pelaku l Penyuruh Pengrusakanl Barang Milikl Orang 

Lainl dengan Mempertimbangkan l Asas Fungsil Sosial, Jurnall Gagasan lHukum, Vol. 1 lNo. 1, 

(2019). 
11 lKevin, Kembuan lBryan, “Tindak Pidanal Perusakan Barangl dalam Pasall 406 Ayatl (1) 

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (Kajian Putusanl Mahkamah Agung l Nomor 619l 

K/PID/2017)”, Lexl Crimen, lVol. 8, lNo. 5, (2019). 
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KUHl Pidana dan praktik penerapanl tindak pidanal perusakan barangl 

(Pasal 406l ayat (1) KUHl Pidana) dalaml putusan Mahkamahl Agung lNo. 

l619 K/Pid/2017. Metodel yang digunakanl adalah metodel penelitian yuridis l 

normatif. Hasill penelitian disimpulkanl bahwa pengaturanl tindak pidanal 

perusakan barangl dalam Pasall 406 ayatl (1) KUHl Pidana merupakanl 

perusakan barangl biasa ataul dalam bentukl pokok yangl unsur-unsurnyal: 

barang lsiapa; dengan lsengaja; dan melawanl hukum; lmenghancurkan, 

merusakkan, membikinl tak dapatl dipakai ataul menghilangkan barangl 

sesuatu; danl yang seluruhnyal atau sebagianl milik orangl lain. Praktikl 

penerapan tindakl pidana perusakanl barang dalaml putusan Mahkamahl 

Agung lNo. 619l K/Pid/2017l, yaitul peristiwal di manal seseorangl telahl 

melakukan takel overl suatul perusahaan danl kemudian menyebabkanl tidak 

dapatl dipakainya lbarang/mesin tertentul dalam perusahaanl yang beradal di 

luarl perjanjian takel over litu, maka perbuatanl terdakwa tersebutl semata-

matal merupakan wanprestasil yang menjadil persoalan bidangl hukum 

perdatal dan bukanl merupakan tindakl pidana perusakanl barang. 

3. Tajalla dan Rinaldi (2018) ”Pertanggungjawaban Pidana Perusakan 

Barang yang Dilakukan Bersama-sama”.12  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban 

pidana atas perusakan barang yang dilakukan bersama-sama berdasarkan 

konsep  keadilan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. 

 
12 Tajalla, Syahruman & Rinaldi, Yanis,”Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang 

yang Dilakukan Bersama-sama”. Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No. 1, (April 2018). 
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Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan, pidana 

terhadap pelaku perusakan barang adalah ganti kerugian untuk korban. 

Dalam tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama, maka 

seharusnya masing-masing orang bertanggung jawab sesuai akibat dan 

perbuatannya.  

4. Ulfa dan Ningsih (2018) “Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana 

Perusakan secara Bersama-Sama menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana”.13  

Penelitianl ini bertujuanl untuk mengetahui bagaimanakah 

penjatuhan pidana terhadapl tindak pidanal perusakan secara bersama-sama 

khususnya dalam KUH Pidana dan implementasi penjatuhan pidana Pasal 

170 ayat (1) KUH Pidana dalam perkara Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Gsk. 

Penelitian inil menggunakan metodel penelitian hukuml normatif. Hasill 

disimpulankan bahwa penjatuhan pidanal oleh hakim terhadap tindak 

pidana perusakan secara bersama-sama dalam perkara No. 261/Pid.B/ 

2016/PN.Gsk di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini 

kurang tepat, terkesan asal, dan tidak adanya keadilan, kepastian hukum 

maupun kemanfaatan yang didapatkan. Terdapat kekurangcermatan jaksa 

penuntutl umum dalaml membuat surat ldakwaan. Sehingga putusan 

tersebut harusl dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Implementasi Pasal 170 

 
13 Ulfa, Andi Adikitia & Ningsih, Dwi Wchidiyah, “Penjatuhan Pidana terhadap Tindak 

Pidana Perusakan secara Bersama-Sama menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana”. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7, 

No. 1, (2018). 
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Ayat (1) KUHP, seharusnya Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol diputus 

secara bersama-sama (tidak terpisah/mendapat hukuman yang sama). 

Kurangnya ketelitian terhadap penerapan unsur-unsur bukan hanya pada 

majelis hakim saja yang notabene hanya memeriksa dan mengadili, tetapi 

kurangnya ketelitian juga terjadi pada jaksa penuntut umum.  

5. Fadilahl dan Iqball (2018) “Tindak Pidanal Perusakan Fasilitasl Perusahaan 

lPT. Semen Indonesial dan lPT. Samana Citral Agung”.14 

Penelitianl ini bertujuanl untuk menjelaskanl faktor-faktorl dan 

modusl operandi tindakl pidana perusakanl fasilitas perusahaanl serta 

menjelaskanl proses hukuml terhadap kasusl perusakan fasilitasl perusahaan 

dil wilayah hukuml Kepolisian Sektorl Muara Tigal Kabupaten lPidie. Data 

diperolehl melalui penelitianl kepustakaan danl penelitian llapangan. Hasil 

penelitianl menunjukkan bahwal faktor-faktorl yang mempengaruhil  tindak  

pidanal  perusakan  fasilitasl  perusahaan  berupal  faktor lsosial, faktor 

lekonomi, faktor provokasil dan faktorl solidarisitas lmasyarakat. Modus 

operandil tindak pidanal perusakan fasilitasl perusahaan adalahl 

mengajak/lmemanaskan suasana, lmenyiapkan alat perlengkapanl perusakan 

danl membakar fasilitasl perusahaan. Prosesl hukum terhadapl kasus 

perusakanl fasilitas perusahaanl dilakukan sesuail dengan hukuml positif 

indonesial dan saatl ini sedangl dalamtahap lpenyidikan.  

 

 

 
14 lFadilah, Nanda Arifl dan lIqbal, M., “Tindakl Pidana Perusakanl Fasilitas Perusahaanl PT. 

Semenl Indonesia danl PT. Samanal Citra lAgung.” Jurnal Ilmiahl Mahasiswa Bidangl Hukum 

Pidanal Fakultas Hukuml Universitas Syiahl Kuala, lVol. 2, lNo. 3, (Agustus l2018). 



 

 

12 

F. Metode Penelitian  

1. Jenisl Penelitianl  

penelitianl yangl digunakanl dalam penelitianl inil adalahl jenis risetl 

lkepustakaan. Penelitianl kepustakaan yaitul jenis penelitianl yang dilakukanl 

dengan membacal buku-bukul atau majalahl dan sumberl data lainnyal untuk 

menghimpunl data daril berbagai lliteratur, baik perpustakaanl maupun dil 

tempat-tempatl lain.15 Penelitianl kepustakaan merupakan penelitian yangl 

menggunakan datal sekunder sebagail data lutamanya. Sumber datanyal dapat 

diperolehl melalui penelusuranl dokumen berupal kajian-kajianl pustaka yang 

dalam hal ini terkaitl dengan tindakl pidana perusakan barang milik orangl lain.  

2. Pendekatanl Penelitian  

Penelitianl ini merupakan penelitianl hukum normatifl yaitu penelitianl 

hukum yangl mengkaji hukuml tertulis ataul hukum lpositif. Penelitian jenisl ini 

seringl disebut penelitianl hukum yuridis normatif/doktrinall atau dogmatikal 

hukum. Pendekatanl penelitian menggunakanl metode yangl bersifat yuridisl 

normatif, dimanal hukum dikonsepkanl sebagai apal yang tertulisl dalam 

peraturanl perundang-undanganl atau hukuml dikonsepkan sebagail kaidah ataul 

norma yangl merupakan patokanl berperilaku manusial yang dianggapl pantas.16  

Penelitianl hukum normatifl dilakukanl dengan maksudl untuk 

memberikanl argumentasi hukuml sebagai dasarl penentu apakahl suatu 

peristiwal telah benarl atau salahl serta bagaimanal sebaiknya peristiwal itu 

 
15 lMahmud, Metode Penelitianl Pendidikan, lBandung: Pustaka lSetia, 2011, lhlm. 31. 
16 Amiruddinl & Asikin, lZainal., Pengantar Metodel Penelitian lHukum, Jakarta: Rajal 

Grafindo lPersada, 2012, lhlm. 118. 
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menurutl hukum.17 Penelitianl hukum normatifl pada umumnyal menggunakan 

sasaranl bahan penelitianl pada datal sekunder yangl kemudian dianalisisl secara 

kualitatifl dalam artil perumusan pembenaranl melalui kualitasl norma hukuml 

itu lsendiri, pendapat-pendapatl ahli/doktrinl dan pendukungl informasi lhukum. 

Data yangl diperoleh daril bahan-bahan hukuml tersebut dianalisisl secara 

deskriptifl kualitatif untukl mengetahui pengaturanl dan pertanggungjawaban 

pidanal bagi pelaku perusakan barang milikl orang lainl dalam putusan nomor 

6/Pid.B/2022/PN Pwr. 

3. Sumberl Datal 

Penelitianl inil menggunakanl pendekatan lnormatif, makal bahanl hukum 

yangl digunakanl diperolehl melalui penelusuranl bahanl sukuml sekunder ataul 

studil lpustaka. Sumber datal yangl digunakanl dalam penelitianl kepustakaanl inil 

antara lainl lbuku-bukul teks, jurnall lilmiah, refrensil statistik, lhasil-hasill 

lpenelitian, dan linternet, serta lsumber-sumber lainnyal yang lrelevan.18 Sumber 

datal yangl digunakanl penelitian inil adalahl datal yang dikumpulkanl berasall daril 

data lsekunder. Datal sekunderl yang dimaksudl antaral lainl meliputi bahanl 

hukuml lprimer, bahan hukuml sekunderl danl bahan hukuml tertierl berupal 

norma ldasar, lperundang-lundangan, hasil penelitianl lilmiah, lbuku-buku danl 

lain lsebagainya.19 

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam sebuah penelitian terbagi 

menjadi 3, yaitu sumber bahan hukum primer (berupa peraturanl perundang- 

 
17 lFajar, Mukti & lAchmad, Yulianto, Dualismel Penelitian Hukuml Normatif danl Empiris, 

lYogyakarta: Pustaka lPelajar, 2017, lhlm. 36. 
18 lSanusi, Anwar, Metodologil Penelitian lBisnis, Jakarta: Salembal Empat, l2016, hlm. l32. 
19 lAmiruddin & Asikin, Zainal, Op Cit, hlm. 30. 
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undanganl yang berkaitanl dengan putusan perkara nomor 6/Pid.B/2022/PN 

Pwr, sumber bahan hukum sekunder (bahan hukum seperti buku-buku yang 

dapat menunjang bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum yang relevan 

dengan permasalahan hukum yang diangkat), dan yang terakhir bahan hukum 

tertier (yaitu sebagai petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum). 

4. Metodel Pengumpulan Datal  

Metodel pengumpulan datal yang digunakanl yaitu studil kepustakaan 

(libraryl research) ataul studi ldokumen, yaitu suatul alat pengumpulanl data 

dilakukanl melalui datal ltertulis.20 Studil pustaka merupakanl langkahl awall 

dalam metodel pengumpulanl ldata, yang diarahkanl kepadal pencarianl data danl 

informasil melaluil dokumen-ldokumen, baikl dokumenl tertulis, lfoto-lfoto, 

lgambar, maupun dokumenl elektronik yangl dapat mendukungl dalam prosesl 

penulisan. Studil kepustakaan berkaitanl dengan kajianl teoritis danl referensi 

lainl yang berkaitanl dengan lnilai, budaya danl norma yangl berkembang padal 

situasi sosiall yang lditeliti. 

Olehl karena sumberl data utamal berupa datal sekunder, yaitul data-datal 

tertulis, makal teknik pengumpulanl data dalaml penelitian inil menggunakan 

studil kepustakaan danl teknik dokumentasil dengan pengkajianl informasi 

tertulisl mengenai hukuml yang berasall dari berbagail sumber danl 

dipublikasikan secaral luas sertal dibutuhkan dalaml penelitian hukuml normatif. 

 
20 lSoekanto, Soerjono, Pengantarl Penelitian lHukum, Jakarta: lUI Press, l2011, hlm. l21. 
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5. Metodel Analisis Datal  

Metodel analisis yangl digunakan dalaml penelitian inil yaitu melaluil 

pendekatan analisisl kualitatif yaitul menguraikan datal secara bermutul dalam 

bentukl kalimat yangl teratur, lruntun, logis, tidakl tumpang ltindih, dan lselektif, 

sehingga memudahkanl interpretasi datal dan pemahamanl hasil lanalisis.21 

Analisis dilakukanl dengan mengadakanl pengamatan ldata-data yangl diperoleh 

danl menghubungkan ltiap-tiap datal yang diperolehl tersebut denganl ketentuan-

ketentuanl maupun lasas-asas hukuml yang terkaitl dengan permasalahanl yang 

lditeliti. 

Teknikl analisis datal secara kualitatifl dilakukan denganl cara 

mengelompokkanl dan menseleksil data yangl diperoleh daril penelitian 

lapanganl menurut kualitasl dan kebenarannyal kemudian disusunl secara 

lsistematis, yang selanjutnyal dikaji denganl metode berfikirl secara deduktifl 

dihubungkan denganl teori-teoril dari studil kepustakaan (datal sekunder), 

kemudianl dibuat kesimpulanl yang bergunal untuk menjawabl rumusan masalahl 

dalam penelitianl ini. Caral berfikir ldeduktif, yaitu suatul cara berfikirl untuk 

menganalisisl data denganl mengurai danl memposisikan sebuahl deskripsi yangl 

bersifat generall (umum) dijabarkanl pada uraianl yang lebihl spesifik 

(khususl).22 

 
21 lMuhammad, Abdukadir, Hukuml dan Penelitianl Hukum, lBandung: Citra Adityal Bakti, 

l2004, hlm. l127. 
22 lHadi, Sutrisno, Metodologil Research, lYogyakarta: Andi lOffset, 2001, hlm. l36. 
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G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisanl penelitianl ini memberikanl gambaranl tentangl isi 

skripsil untukl lebihl memudahkan pembacal dalaml memahamil isi lskripsi. 

Berikutl sistematikal penulisanl skripsi dalaml penelitianl lini. 

Babl I  lPendahuluan. Berisi tentangl latar lbelakang, rumusan lmasalah, tujuan 

lpenelitian, manfaat lpenelitian, tinjauan lpustaka, metode penelitianl 

dan sistematikal penulisan. 

Babl II  Tinjauanl Konseptual. Babl ini memaparkanl teori-teoril terkait denganl 

permasalahan lpenelitian, meliputi tinjauanl umum tentangl tindak 

lpidana, tinjauan umuml tentang tindak pidanal perusakan, dan tinjauanl 

umum tentangl barang. 

Babl III  Hasill Penelitian danl Pembahasan. Babl ini berisil hasil penelitianl dan 

pembahasanl yaitu mendeskripsikan pengaturan hukum tindakl pidana 

perusakan barang milik orang lain dalaml Kitab lUndang-Undang 

Hukuml Pidana danl mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

perusakan barangl milik orangl lain dalam putusanl nomor 

6/Pid.B/2022/PNl Pwr. 

Babl IV lPenutup. Terdiri atasl kesimpulan terkaitl dengan hasill penelitian danl 

saran-saranl dari lpenulis. 


